WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu
menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentangv Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 - tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam - (Lembaran Negara
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PROVINSI SUMATERA SE
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR \& TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meclaksanakan Pasal 123 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu
menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat =~ : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang

. Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambnhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 15);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang  Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana  telah  diubah - dengan  Peraturan
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Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Tambahan

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
tentang klarifikasi, kodefikasi dan

Perencanaan Pembangunan Dan

Tahun 2019

Nomenklatur
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447);
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
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dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor
3);

Peraturan Wali Kota nomor 11 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023

12.

Nomor 11).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANAN
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kota

Pagar Alam.
Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang

tersedia.
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a, Pembangunan Dacrah adalah pemanfaatan sumber

dava dacrab secara terencana untuk rewujudkan

tujuan dacrah,

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan
tercapainya pembangunan
Daerah/ Perangkat Daecrah vang diperolch dari

program Perangkat

tujuan, berupa hasil

pencapaian hasil (outcome)

Daerah.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program

11.
indikatif untuk mewujudkan tujuan dan

program

sasaran.
12. Prioritas  Pembangunan  Daerah adalah fokus

penyelengaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
BAPPEDA adalah Badan

13.

14.
selanjutnya  disingkat
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 2
Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan kumpulan

dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah yang

(1)

meliputi:
a. Sekretariat Daerah Kota;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;

c. Inspektorat Daerah;

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya

e
Manusia;
f. Badan Keuangan Daerah;
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

s

‘Berencana, Pemberdayaan = Perempuan dan

Perlindungan Anak;
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Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

—

. Dinas Kesehatan;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Sosial;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

T o B 3

Usaha Kecil Menengah;

Dinas Pertanian;
Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman

Q2

r. Dinas

dan Pertanahan;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

w

Dinas Komunikasi dan Informatika;

o

Dinas Pariwisata;
Dinas Perhubungan;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Satuan Polisi Pamong Praja;
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

<X g < ¢

Pintu dan Tenaga Kerja;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
aa. Kecamatan Pagar Alam Utara;
bb. Kecamatan Pagar Alam Selatan;
cc. Kecamatan Dempo Utara;
dd. Kecamatan Dempo Tengah;

ee. Kecamatan Dempo Selatan.
(2) Dalam penyusunan Renstra, PD melaksanakan forum
PD/Lintas PD berkoordinasi dengan BAPPEDA dengan
mengundang pemangku kepentingan yang terkait
dengan tugas dan fungsi-fungsi PD. Hasil kesepakatan

itu PD/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara.

Pasal 3
Renstra PD Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran,

arah kebijakan, program dan kegiatan

strategi,
pelaksanaan  Urusan

pembangunan  dalam rangka
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD serta
bersifat indikatif, Yang disusun berpedoman kepada :
'a. RPD Kota Tahun 2024-2026;
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b. Rancangan akhir RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2024-2026;

¢. RPJMN Tahun 2020-2024;

d. Renstra Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non

Kementerian; dan
Renstra PD Kota Pagar Alam Tahun
pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

2024-2026 menjadi

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 4
Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika paling

sedikit memuat:
pendahuluan;

gambaran pelayanan PD;

b.

c. permasalahan dan isu strategis PD;

d. tujuan dan sasaran;

e. strategi dan arah kebijakan,

f rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta
pendanaan;

g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

h. penutup.

Pasal 5
Isi dan uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III :
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala PD melakukan péngendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra PD secara reguler.

" (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
Renstra PD kepada Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA.
~ (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan Renétra PD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditemukan adahya
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ketidaksesuaian/ penyimpangan, Wali  Kota melalui
Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-
langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh
kepala PD.

(4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan/penyempurnaan ~ sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kepada wali Kota melalui Kepala

BAPPEDA.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal W fec\L 202
WALI KOTA PAGAR ALAM,

ALPIAN MASKONI
Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal \ podL 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR ®

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

